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ABSTRAK 

 Tanah Sultan Ground merupakan aset budaya dan ekonomi yang memiliki 

nilai historis tinggi bagi masyarakat Yogyakarta. Namun, dalam praktiknya, 

pengelolaan tanah ini seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara pihak 

Keraton dan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini terkhusus bertepatan di 

kawasan yang dimanfaatkan sebagai perekonomian warga yaitu zona inti gumuk 

pasir yang akan dilakukan revitalisasi oleh pihak Keraton dengan melibatkan 

pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pelaksanaan perjanjian pengelolaan tanah Sultan Ground di Dusun Grogol 10 

antara Keraton DIY dan Kalurahan Parangtritis, serta faktor-faktor yang 

memengaruhi efektivitasnya. 

 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan  pendekatan kualitatif. Penggumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti perwakilan Keraton 

DIY, aparat Kelurahan Parangtritis, Pemerintah dalam bidang pertanahan Bantul, 

dan masyarakat Dusun Grogol 10. Selain itu, dilakukan analisis dokumen 

perjanjian dan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran yang 

komprehensif, objek dan lolasi penelelitian berada di Dusun Grogol 10.  Teknik 

analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Objek 

dan lokasi peneitian ini yaitu wilayah Zona Inti Gumuk Pasir yang terletak di 

Dusun Grogol 10, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY.  

 

Dalam Pelaksanaannya perjanjian pengelolaan tanah Sultan Ground di 

Dusun Grogol 10, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul dalam prakteknya 

masih belum efektif. Terdapat bebeberapa kendala di lapangan seperti; minimnya 

pengetahuan masyarakat terkait prosedur dalam permohonan kekancingan 

sehingga banyak ditemukan masyarakat tidak mengantongi izin kekancingan 

sebagai dasar perjanjian dalam memanfaatkan tanah Sultan Ground karena 

terbatasnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut serta lemahnya sanksi dari 

Keraton yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan tanah Sultan Ground 

dalam pemanfaatannya selain itu ditemukan kendala dalam pelaksaan perjanjian 

pemanfaatan tanah Sultan Grouund di Dusun Grogol 10 yaitu adanya kurangnya 

koordinasi antara struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga desa, Keraton, 

pemerintah daerah serta budaya hukum masyarakat yang cenderung mengabaikan 

peraturan Kekancingan yang mana bahwasanya rakyat tidak memandang Keraton 

sebagai penegak hukum melainkan hanya  pemilik tanah “yang jauh. 

 

Kata Kunci: Sultan Ground, Serat Kekancingan, Pengelolaan Tanah 
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ABSTRACT 

 

The Sultan Ground Land is a cultural and economic asset with high 

historical value for the people of Yogyakarta. However, in practice, the 

management of this land often raises conflicts of interest between the Palace and 

local communities. This research specifically focuses on the area utilized for 

economic purposes by local residents, namely the core zone of the gumuk pasir, 

which is scheduled for revitalization by the Palace in collaboration with the 

government. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the 

Sultan Ground land management agreement in Dusun Grogol 10 between the 

Keraton DIY and Kalurahan Parangtritis, as well as the factors that influence its 

effectiveness. 

 

 This research is a type of field research using a qualitative approach. 

Data collection was carried out through interviews. Data were collected through 

in-depth interviews with relevant parties, such as representatives of the Keraton 

DIY, Parangtritis Village officials, the Bantul Government's land affairs agency, 

and residents of Dusun Grogol 10. Additionally, document analysis of the 

agreement and field observations were conducted to obtain a comprehensive 

picture. The data analysis technique used the interactive model by Miles and 

Huberman, which includes data collection, data reduction, data presentation, and 

conclusion drawing.The research object and location are in Dusun Grogol 10, 

specifically in the core zone of the gumuk pasir, located in Kelurahan 

Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY. 
 

The implementation of the Sultan Ground land management agreement in Dusun 

Grogol 10, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, remains ineffective due to 

several field-based obstacles. These obstacles include; insufficient community 

knowledge of kekancingan application procedures, leading to a lack of necessary 

permits among community member, limited community understanding of the 

governing procedures and rules for Sultan Ground land use, resulting in misuse, 

inadequate enforcement of sanctions by the Keraton, contributing to the misuse of 

Sultan Ground land. Additionally, the implementation lack of coordination 

between legal structures in this case village institutions, the palace, local 

government and the legal culture of the community which tends to ignore the 

Kekancingan regulations, which means that the people do not view the Palace as 

a law enforcer but only as a "distant" land owner. 

 

Keywords:Sultan Ground, Serat Kekancingan, Land Management. 
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HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR 
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MOTTO 

 

“Embrace new experiences, they broaden your perspective.” 

 

"Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya" 

(QS. Al-Baqarah 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan suatu karunia berupa sumber daya alam yang 

diberikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan alam yang terkandung 

dalam suatu wilayah. Tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia 

merupakan kekayaan nasional dan harus digunakan sebaik-baiknya untuk 

mencapai kemakmuran rakyat yakni kebahagiaan, kesejahteraan sosial, dan 

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanfaatan tanah digunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa:  

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. ”1 

Dari bunyi Pasal dapat dipahami bahwa negara sangat berperan 

penting dalam mengelola sumber daya alam di negeri ini yang mana aspek 

kebijaksanaan sangat berpengaruh dalam terhadap produk hukum yang 

dikeluarkan. Tentunya diharapkan terciptanya kemakmuran dan keadilan yang 

merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar demi mewujudkan 

kemakmuran, kebahagiaan, keadilan negara dan masyarakat maka 

ditetapkanlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. 

Kekayaan agraria nasional tersebut mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 yang berbunyi:  

 
1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
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“Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya, dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”2  

Dengan lahirnya UUPA tersebut diharapkan dapat menciptakan 

unifikasi hukum khususnya dalam masalah pertanahan di Indonesia, namun 

ketentuan UUPA tersebut tidak dengan mudah dapat dijalankan di seluruh 

wilayah Indonesia, terkhusus wilayah atau daerah yang mempunyai hak 

istimewa, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah Istimewa Yogyakarta 

mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, status 

keistimewaan tersebut dijamin oleh UUD 1945 Pasal 18 A ayat (2) yang 

menyatakan: 

 “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.”  

Aturan terkait keistimewaan Yogyakarta kemudian disempurnakan 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 (UU KDIY) tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman diakui sebagai unit pemerintahan di 

daerah yang telah memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum 

Indonesia merdeka.3 

 
 2https://www.detik.com/jatim/berita/d-6309549/sejarah-hari-tani-nasional-24-september-

hingga-lahirnya-uu-pokok-agraria- diakses tanggal 26 Maret 2024. 

 3https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-peraturan-keistimewaan-

yogyakarta- diakses tanggal 26 Maret 2024. 

https://www.detik.com/jatim/berita/d-6309549/sejarah-hari-tani-nasional-24-september-hingga-lahirnya-uu-pokok-agraria-
https://www.detik.com/jatim/berita/d-6309549/sejarah-hari-tani-nasional-24-september-hingga-lahirnya-uu-pokok-agraria-
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-peraturan-keistimewaan-yogyakarta-
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-peraturan-keistimewaan-yogyakarta-
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 UUPA secara resmi diberlakukan di Yogyakarta pada tangal 24 

September 1984, namun demikian diberlakukannya UUPA di Yogyakarta 

belum sepenuhnya dapat menyelesaikan persoalan agraria, karena Yogyakarta 

merupakan daerah kerajaan yang memberlakukan hukum tanah swapraja pada 

sistem pertanahannya.4 Hukum tanah swapraja adalah keseluruhan peraturan-

pertanahan yang berlaku di daerah swapraja. Hukum tanah swapraja ini pada 

dasarnya adalah hukum tanah adat yang diciptakan oleh pemerintah swapraja 

dan sebagian diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Landasan 

hukumnya antara lain Koninlijlk Besluit yang diundangkan dalam Staatsblad 

Nomor 474 Tahun 1915 yang intinya memberi wewenang pada penguasaan 

swapraja untuk memberikan tanahnya dengan hak-hak barat serta Rijksblad 

kesultanan Nomor 16 Tahun 1918 jo Rijksblad kesultanan Nomor 23 Tahun 

1925, serta Rijksblad Paku Alaman Nomor 18 Tahun 1918 jo Rijksblad Paku 

Alaman Nomor 25 Tahun Tahun 1925 dimana hak milik atas tanah tidak 

diberikan kepada warga negara Indonesia non-pribumi.5 Aturan tersebut kini 

tertuang dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di 

DIY.  

Selain daripada itu Yogyakarta juga merupakan daerah istimewa yang 

memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan otonominya, 

 
4 Intan Permata Ningtyas, “Pelaksaan Perjanjian Pengelolaan Tanah Sultan Ground di 

Kabupaten Gunung Kidul,”Skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2017), hlm. 2. 
5 Antonius Sriyono, Abdul Haris Farid, Mujiati, “Eksistensi Tanah Eksswapraja” (Studi 

Kasus Tanah Sultan Ground Sukarakarta),” hlm, 5-6. 
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termasuk urusan pertanahan, Yogyakarta memiliki aturan tersendiri terkait 

pertanahan sebagai berikut:6 

1. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 yang 

mengatur tentang Hak Atas Tanah di Yogyakarta 

2. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 yang 

mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Desa Mengenai Hak Anderbeni 

dari Kelurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah dan 

Perubahan Jenis Tanah di Yogyakarta 

3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor11 tahun 1954 yang 

mengatur tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas 

Tanah 

4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor12 Tahun 1954 yang 

mengatur tentang Tanda yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun 

Temurun Atas tanah 

5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor3 Tahun 1956 yang 

mengatur tentang Perubahan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor10 

Tahun 1954  

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogtakarta Nomor 24 Tahun 2024 

yang mengatur tentang Pemanfaatan Tanah Kelurahan/tanah desa  

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 

yang mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan dan Tanah Kadipaten  

 
            6 Ahmad Muhsin,dkk., Serat Kekancingan Tanah Sultan Ground: Upaya Mendapatkan Izin 

Memanfaatkan Tanah Keraton Yogyakarta (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.21. 
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8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 

yang mengatur tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah 

Kasultanan dan Tanah Kadipaten. 

Status tanah di DIY masih berupa tanah milik desa pada masa Sultan 

Hamengku Buwono IX, berdasarkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 1954 tentang 

Hak Atas tanah di DIY. Namun setelah Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Lahir ditindaklanjuti 

Perda DIY Nomor3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya 

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 di DIY, status tanah desa menjadi 

dikuasai oleh negara. UUPA dalam diktum keempatnya menyatakan bahwa7 : 

1. Hak-hak dan wewenang atas bumi, air, swapraja atau bekas swapraja yang 

masih ada waktu mulai berlakunya undang – undang ini dihapus dan 

beralih kepada negara.  

2. Hal-hal yang bersangkutan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut 

dengan PP. 

Namun pada masa Sultan Hamengku Buwono X Usai Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY lahir, tanah desa didata 

untuk disertifikatkan atas kepemilikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 

ataupun Kadipaten Puro Pakualaman. Upaya tersebut disempurnakan oleh 

peraturan pelaksananya yaitu Perdais DIY Nomor1 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta 

Pergub DIY Nomor33 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan 

 
7 Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
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Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Klausul aturan itu 

selaras dengan pernyataan Gubernur DIY sekaligus Raja Yogyakarta Sultan 

Hamengku Buwono X pada 2015, bahwa tidak ada tanah negara di DIY.8 

Hakikatnya bahwa Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki 

keistimewaan tersendiri terhadap peraturan tanah Sultan Ground, mengatur 

bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah Sultan Ground harus memiliki izin 

dari pihak Keraton atau Kesultanan yakni melalui Panitikismo, yaitu dengan 

mengeluarkan Serat Kekancingan sehingga tanah yang digunakan tersebut 

berstatus magersari. Seorang magersari biasanya berkewajiban memberi 

bantuan kepada pemilik tanah atau perkarangan “manumpang” atau “tumpang 

karang.”9 Dalam konsiderans staatsblaad Nomor 474 Tahun 1915 ditegaskan 

bahwa di atas tanah-tanah yang terletak dalam wilayah swapraja dapat 

didirikan hak kebendaan seperti hak eigendom,erfpacht, postal, dan lain 

sebagainya. Di dalam Serat Kekancingan magersari memuat bahwa pemegang 

magersari dilarang mendirikan bangunan permanen serta dilarang melakukan 

jual-beli atas tanah magersari dan harus siap mengembalikan tanah jika 

sewaktu-waktu diminta.10 Salah satu cara untuk dapat memanfaatkan tanah 

dengan status Sultan Ground adalah dengan cara mengajukan hak pinjam 

pakai. Hak pinjam pakai menurut UUPA didefinisikan sebagai hak untuk 

menggunakan dan atau memunggut hasil dari tanah yang dikuasai langsung 

 
8 https://jogja.suara.com/read/2021/09/21/122500/sengkarut-sertifikasi-tanah-desa-menjadi-

hak-milik-Keraton- Diakses 27 Maret 2024 Pukul 14.24 WIB. 
9 Dewi Wulandari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 

2012), hlm. 80. 
10 Intan Permata Ningyas, “Pelaksaan Perjanjian Pengelolaan Tanah Sultan Ground di 

Kabupaten Gunung Kidul,”Skripsi strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2017), hlm. 6. 

https://jogja.suara.com/read/2021/09/21/122500/sengkarut-sertifikasi-tanah-desa-menjadi-hak-milik-keraton-
https://jogja.suara.com/read/2021/09/21/122500/sengkarut-sertifikasi-tanah-desa-menjadi-hak-milik-keraton-
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oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat 

berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah.11 Pemberian hak 

pakai ini tidak boleh disertai persyaratan yang bersifat pemerasan.  

 Dengan adanya perjanjian peralihan pengelolaan atas tanah 

menjadikan status tanah tersebut beralih penguasaannya yang tadinya dimiliki 

oleh orang lain atau negara menjadi milik perseorangan dengan adanya tanda 

hak milik yang sah. Transaksi ini merupakan perjanjian dua pihak (timbal 

balik), misalnya, jual lepas, jual gadai, jual tahuan, pemberian tanah, dan 

sebagainya, yang menyebabkan hak milik atas tanah atau penguasaan tanah.12 

Kenyataannya UUPA tetap berlaku di wilayah DIY jika menyangkut 

mengenai tanah-tanah bekas hak barat (hak eigendom dan hak opsal). 

Keadaan yang demikian ini tentu saja menimbulkan kesan dualisme hukum 

pada penerapan hukum pertanahan di DIY, karena meskipun penduduk 

memiliki status hukum tanah nasional yang kuat dan jelas berdasarkan 

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, namun Yogyakarta tetap 

memberlakukan peraturan hukum lain, yaitu sistem hukum adat, keadaan 

tersebut sangat berkaitan dengan tanah Kesultanan milik Sultan yang 

memberlakukan asas domein pada waktu UUPA diundangkan. Selain hal 

diatas ditentukan Peraturan Daerah Nomor5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas 

Tanah di Yogyakarta selanjutnya disebut Perda DIY Nomor5 Tahun 1954 

 
11 Pasal 41 Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 
12 Djamat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan 

Hukum di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 231. 
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yang menjadikan status hak pakai turun temurun menjadi hak milik 

perorangan turun temurun dengan adanya hak milik yang sah.13 

Seperti dikutip dalam media cetak DetikJogja 24 Juli 2024 Revitalisasi 

dan restorasi gumuk pasir Parangtritis-Parangkusumo, Bantul, direncanakan 

dimulai 2024 hingga lima tahun ke depan. General Manager Badan Pengelola 

Geopark Jogja, Dihin Abrijanto mengatakan proses revitalisasi restorasi 

menyasar 140-an hektare. Dihin menyebut ada sejumlah pilihan restorasi yang 

telah disepakati, ia menyebutkan yang paling utama adalah menjadikan gumuk 

pasir Parangtritis-Parangkusumo sebagai kawasan geopark. Diberitakan 

sebelumnya, General Manager Badan Pengelola Geopark Jogja, Dihin 

Abrijanto, menyebut keberadaan gumuk pasir di wilayah Pantai Parangtritis-

Parangkusumo dalam kondisi kritis. Ini berdasarkan pendataan yang 

berlangsung sejak tahun 1976 hingga sekarang. Dari awalnya tercatat seluas 

417 hektare pada 1976, kini hanya tersisa 17 hektare. Pihaknya pun berupaya 

untuk melakukan revitalisasi gumuk pasir tersebut dengan menggandeng 

pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dihin menuturkan kondisi ini 

telah sampai ke pihak Keraton Jogja, sehingga disepakati ada sebuah 

kolaborasi untuk melakukan revitalisasi. Terlebih beberapa wilayah gumuk 

pasir berstatus Sultan ground. Dihin menyatakan langkah ini tidaklah mudah 

terlebih dengan melihat dinamika yang terjadi saat ini. Peralihan gumuk pasir 

juga dimanfaatkan sebagai sumber perkonomian masyarakat dan diketahui 

terdapat 154 bersertifikat hak milik yang berada di dekat jalur jalan lintas 

 
13 Pasal 4 Perda Nomor5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY. 
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selatan  Parangtritis (JJLS).14 Selain itu ditemukan sebagian besar warga tidak 

mengantongi Serat Kekancingan dalam memanfaatkan tanah Sultan Ground. 

Dari kenyataan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa tanah 

menjadi masalah utama di Yogyakarta dan merupakan dasar bagi munculnya 

konflik dan sengketa. Tanah Sultan Ground adalah aset budaya dan ekonomi 

milik Kraton Yogyakarta yang memiliki nilai historis tinggi. Pengelolaan 

tanah ini seringkali menimbulkan konflik antara Kraton dan masyarakat 

setempat, terutama terkait prosedur pemanfaatan, seperti keharusan memiliki 

Serat Kekancingan (izin pemanfaatan resmi dari Kraton). Kasus khusus di 

Dusun Grogol 10 menyoroti konflik penggunaan tanah di tengah rencana 

revitalisasi kawasan gumuk pasir sebagai bagian dari geopark oleh Kraton 

DIY dan pemerintah. 

Berangkat dari kondisi permasalahan diatas tentang kepemilikan tanah 

Sultan Ground yang ada di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul maka 

peneliti tertarik untuk menganalisa mengenai keberadaan Sultan Ground di 

Kabupaten Bantul melaui tugas akhir/skripsi yang berjudul “Pelaksanaan 

Perjanjian Pengelolaan Tanah Sultan Ground di Kabupaten Bantul 

(Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sultan Ground Zona Inti 

Gumuk Pasir Antara Keraton DIY dan pemerintah Kalurahan 

Parangtritis)”  

 

 

 
14 https://www.detik.com/jogja/berita/d-7454743/restorasi-tahap-awal-gumuk-pasir-

parangtritis-mulai-tahun-ini-hingga-2029 diakses pada 11 Agustus 2025, Pukul 08.06 WIB. 

 

https://www.detik.com/jogja/berita/d-7454743/restorasi-tahap-awal-gumuk-pasir-parangtritis-mulai-tahun-ini-hingga-2029
https://www.detik.com/jogja/berita/d-7454743/restorasi-tahap-awal-gumuk-pasir-parangtritis-mulai-tahun-ini-hingga-2029
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditulis rumusan permasalahan 

seperti berikut ini : 

1. Apakah mekanisme pelaksanaan perjanjian pengelolaan tanah Sultan 

Ground di Dusun Grogol 10 sudah efekif dalam penerapannya ? 

2. Apa saja kendala yang ditemui dalam masyarakat dan bagaimana upaya 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi pengelolaan 

tanah Sultan Ground di Dusun Grogol 10 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Melihat pokok permasalahan dalam rumusan masalah diatas maka 

penelitian ini memiliki tujuan diantaranya: 

a. Meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian pengelolaan tanah Sultan 

Ground di Dusun Grogol 10, Parangtritis, Bantul, serta faktor-faktor 

yang memengaruhi efektivitas implementasinya. 

b. Untuk menelaah sejauh mana perjanjian pengelolaan tanah Sultan 

Ground dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta 

serta memperoleh solusi atas permasalahan yang serupa terkait dengan 

pengelolaan tanah Sultan Ground dalam prosedur dan penerapannya 
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2. Manfaat Penelitian  

Dari tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini 

diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, 

diantaranya:  

a. Manfaat Teoristis 

1) Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman 

tentang dinamika dan kompleksitas pengelolaan tanah Sultan 

Ground di DIY serta memberikan kontribusi teoristis yang 

signifikan dalam pemgembangan ilmu pengetahuan teori hukum 

pertanahan, khuksusnya terkait penjanjian pengeloaan tanah adat 

Sultan Ground. 

2) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan teoristis 

tentang pengembangan teori-teori tata kelola pemerintahan daerah, 

dapat memperkaya pemahaman teoristis tentang manajemen asset 

daerah terutama dalam konteks tanah-tanah, diharapkan dapat 

memberi wawasan tentang dinamika dan resolusi konflik yang 

terjadi dalam pengelolaan tanah-tanah tesebut serta memperkaya 

pemahaman teoritis tentang strategi dan pendekatan yang efektif 

dalam melibatkan dalam penegelolaan aset daerah dalam hal ini 

berupa pertanahan adat. 

b. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang implementasi pengelolaan tanah Sultan 

Ground khususnya di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dapat 
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mengungkap bagaima proses, mekanisme, dan praktik pengeloaan 

tanah tersebut secara faktual di lapangan. Hasil penelitian diharapkan 

dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi masyarakat, 

akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang tertarik atau 

membutuhkan informasi terkait pengelolaan tanah Sultan Ground 

khususnya di Kabupaten Bantul. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam rangka kesadaran peneliti agar penelitian ini dapat menghindari 

kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan pengkajian dalam penelitian untuk diakui sebagai karya 

ilmiah peneliti, maka dibutuhkan sumber literatur penelitian terdahulu yang 

diantaranya memiliki variable terkait dengan objek pembahasan yang sama 

namun dengan fokus penelitian yang berbeda-beda, serta dimaksudkan untuk 

membuktikan keaslian penelitian. Adapun kajian literatur yang memiliki 

keterikatan dengan objek penelitian yang diuraikan peneliti yakni sebagai 

berikut: 

Pertama, peneliti bernama Layla Izza Rufida dari Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret tahun 2012 dalam skripsi dengan judul Eksistensi 

Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional15 dalam penelitiannya peneliti 

mengkaji tentang bagaimana kedudukan tanah Sultan Ground dari aspek 

kebudayaan di Yogyakarta dan Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana 

dari penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa keberadaan Sultan 

 
15 Layla Izza Rufaida, “Eksistensi Tanah Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional”, 

skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2012). 
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Ground di Yogyakarta dalam hukum tanah nasional secara tegas belum eksis 

dalam hukum positif namun eksistensi Sultan Ground masih diakui oleh 

masyarakat menurut hukum adat. 

Kedua, peneliti bernama Achmad Fachrudin dari Fakultas Hukum dan 

Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga tahun 2012 dalam 

skripsi dengan judul Hak Atas Tanah dari Serat Kekancingan Keraton 

Yogyakarta Menurut UUPA dan Hukum Islam16. Hasil skripsi ini memaparkan 

bahwa baik UUPA maupun hukum Islam tidak melakukan perbedaan dalam 

pemberian hak atas tanah, bahwa setiap warga mempunyai kesempatan yang 

sama dalam memiliki hak atas tanah, tanpa adanya pembedaan terhadap 

golongan tertentu. Sehingga dengan adanya persamaan ini akan terwujudnya 

keseimbangan dan kemakmuran. Selanjutnya dalam UUPA maupun hukum 

Islam pemberian hak atas tanah disamping sifatnya manfaat melainkan 

kepemilikan juga, hal ini ditujukan bahwa pada dasarnya manusia 

membutuhkan harta yang dapat dimiliki, ditasarufkan dan dapat diwariskan 

kepada keluarganya, hal ini semata-mata karena manusia berkewajiban untuk 

menjaga amanah dan memakmurkan bagi anak cucunya. Kemudian tanah 

terlantar cukup penting untuk dijadikan faktor yang dapat menyebabkan 

hapusnya hak atas tanah, karena banyak tanah yang ditelantarkan tanpa diolah 

sebagaimana hak yang diperolehnya, sehingga jika ini terjadi maka akan 

membatasi dan menghalangi kesempatan orang lain yang mempunyai 

kemampuan mengolahnya. 

 
16 Achmad Fachrudin, “Hak Atas Tanah dari Serat Kekancingan Sultan Yogyakarta 

Menurut UUPA dan Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Hukum dan Syari’ah Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga (2012). 



14 

 

 

Ketiga, peneliti bernama Epri Wahyudi dari Fakultas Hukum dan 

Syari’ah Universtas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga tahun 2016 dalam 

skripsi dengan judul Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Sultan Ground dan 

Pakualaman Ground ( Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)17 Dalam 

penelitiannya peneliti lebih menitikberatkan pada pokok permasalahan 

kepemilikan dan kepemilikan status tanah Sultan Ground dan Pakualaman 

Ground dengan mengambil objek peelitian di Kabupaten Kulon Progo dari 

perspektif hukum posistif dan hukum islam, yang mana dari penelitian 

tersebut memperoleh kesimpulan bahwa meskipun status Sultan Ground 

diakui secara yuridis melalui Pasal 32 Undang-Undang Keistimewaan 

Yogyakarta Nomor13 Tahun 2012, namun dalam penerapannya luasan tanah 

yang dimiliki oleh Kasutanan dan Kadipaten Pakualaman bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 7 UUPA, Undang-Undang Nomor56 Peraturan Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) Tahun 1960 tentang Penetapan Luasan Pertanian dan 

Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 1973 tentang pengguasaaan 

tanah yang melampaui batas serta bertentangan dengan konsep muqasid asy-

syariah dalam hal perindungan harta (hif-al-mal) dan perlidungan jiwa (hifz 

an-nasfs) dalam hukum islam. Oleh sebab itu peneliti dalam penelitiannya 

berpendapat seharusnya kepemillikan dan pengusaan tanah di muka bumi ini 

harus dimiliki oleh seluruh masyarakat berdasarkan asas egalite-proposionale 

agar kesejahteraaan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai sehingga 

mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 

 
17 Epri Wahyudi, “Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Sultan Ground dan Pakualaman 

Ground (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam),” Skripsi Fakultas Hukum dan Syari’ah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (2016). 
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Keempat, peneliti bernama Rangga alfriandi Hasim dalam 

penelitiannya yang berjudul Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam 

Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta 

dan Hukum Tanah Nasiional dalam Jurnal Arena Hukum Vol. 9, Nomor 2, 

Agustus (2016)18 Dalam jurnal ini peneliti mengkaji Sultan Ground dari aspek 

sejarah membahas menegenai kewenagan-kewenagan istimewa DIY yang ada 

di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Yogyakarta. Dalam penelitianya peneliti menganalisis secara 

yuridis dan berusaha menyinkronkan kebijakan pengaturan dalam Hukum 

Tanah Nasional dengan kebijakan pengaturan Sultan Ground, sehingga dari 

hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya Sultan 

Yogyakarta memiliki domein atas tanah Sultan Ground yang berbeda dengan 

hak milik/domein yang dimiliki perseorangan meskipun Hukum Tanah 

Nasional mengakui bahwa Sultan Ground adalah tanah negara dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Keistimewaan ini maka berdasarkan asas lex 

Posteriori derogate legi priori yang berarti hukum yang baru 

mengesampingkan yang lama. 

Kelima, peneliti bernama Intan Permana Ningtyas dari Fakultas 

Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017 

dalam skripsi dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Tanah Sultan Ground di 

 
18 Rangga Alfiandri Hasim, “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional” 

(2016). 
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Kabupaten Gunung Kidul19 dalam penelitiannya peneliti lebih 

menitikberatkan permasalahan menegenai pelaksanaan perjanjian tanah Sultan 

Ground dengan mengambil objek penelitian di Kabupaten Gunung Kidul 

tepatnya di Kecamatan Tanjungsari. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan Serat Kekancingan sebagai perjanjian untuk pengelolaan 

Sultan Ground sudah tercapai hanya saja belum adanya kejelasan dan 

kesadaran masyarakat mengenai kepemilikan serta kepengurusan Serat 

Kekancingan maka dari itu peneliti berpendapat perlunya dibuat peraturan 

daerah keistimewaan yang baru tentang pertanahan guna memperjelas 

kedudukan Sultan Ground dalam masyarakat untuk mengantisipasi polemik 

yang sering terjadi di masyarakat. 

Keenam, peneliti bernama Andini Salsabila dari Uniiversitas 17 

Agustus 1945 tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul Estintensi Tanah 

Sultan ground dalam Hukum tanah Nasoinal dalam Court Review: Jurnal 

Penelitian Hukum Vol. 3 Nomor 2, Maret (2023).20 Dalam jurnal ini peneliti 

memaparkan informasi tentang stutus tanah Sultan Ground yang diakui oleh 

masyarakat adat belum diatur dalam hukum pertanahan nasional (UUPA 

1960) atau hukum afirmatif sekalipun serta dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengelolaaan lahan Sultan Groud selama ini masih dikelola oleh pihak 

Keraton (Panitikismo) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 

Tentang Pembentukan DIY. 

 
19 Intan Permata Ningtyas, “Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Tanah Sultan Ground di 

Kabupaten Gunung Kidul,” Skripsi Fakuktas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Kalijaga (2017). 
20 Andini Salsabila, “Eksistensi Tanah Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional,” 

Court Review: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3, Nomor 2, Maret (2023). 
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E. Kerangka Teoritik 

Penelitian ini menganalisis persoalan implementasi perjanjian 

pengelolaan tanah Sultan Ground, yang berada dalam tarik-menarik antara 

hukum negara, hukum adat, dan keistimewaan daerah. Oleh karena itu, 

peneliti menggunakan pendekatan teori sebagai berikut: 

1. Teori Pluralisme Hukum (Legal Pluralism) 

Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam satu 

masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. 

Teori ini dikemukakan oleh Franz von Benda-Beckmann dan Boaventura 

de Sousa Santos.21 Dalam konteks Yogyakarta, berlaku hukum agraria 

nasional (UUPA 1960), hukum adat Keraton (Serat Kekancingan), serta 

hukum keistimewaan daerah (UU No. 13 Tahun 2012). Konflik dan 

ketidakefektifan pengelolaan Sultan Ground sering kali timbul akibat 

tumpang tindih atau ketidakharmonisan ketiga sistem hukum tersebut. 

Dalam konteks Sultan Ground jika dielaborasi menggunakan Teori 

Pluralisme Hukum, tanah Sultan Ground tunduk pada hukum nasional 

(UUPA 1960), hukum adat Kraton (serat kekancingan), dan hukum 

keistimewaan DIY. Konflik muncul karena tidak ada titik temu yang jelas 

antara ketiga sistem ini. Dalam hal ini Teori Pluralisme Hukum akan 

dijadikan analisis untuk membantu menjelaskan kompleksitas tumpang 

tindih aturan, dan mengapa masyarakat kebingungan soal prosedur dan hak 

atas tanah. 

 
21 Brian Z, Tamaha, Realistic Theory of Law (New York: Cambridge University, 2017), 

hlm. 34. 
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2. Teori Hak Atas Tanah dan Akses (Properti Rights Theory) 

Menurut Hernando de Soto serta Schlager & Ostrom, hak atas 

tanah terdiri dari "bundles of rights" seperangkat hak seperti hak akses, 

kontrol, penggunaan, dan alih fungsi. Tanah Sultan Ground yang diberikan 

melalui Serat Kekancingan biasanya hanya mencakup hak pakai atau hak 

tinggal, bukan hak milik penuh. Banyak masyarakat keliru memahami hak 

tersebut sebagai hak milik, sehingga terjadi penyalahgunaan seperti jual 

beli atau pembangunan permanen.Pada teori ini berprinsip bahwa hukum 

harus memihak pada masyarakat lemah dimana pada kasus ini masyarakat 

gumuk pasir adalah masyarakat 

Dalam konteks Sultan Ground jika dielaborasi menggunakan Teori 

Hak Atas Tanah dan Akses (Properti Rights Theory), Serat Kekancingan 

memberikan hak akses dan penggunaan, namun tidak hak milik. Banyak 

masyarakat salah paham, mengira bisa memperjualbelikan tanah Sultan 

Ground. Dalam hal ini Teori Hak Atas Tanah dan Akses (Properti Rights 

Theory) akan dijadikan sebagai analisis untuk menjelaskan posisi hukum 

masyarakat pengguna tanah dan batasan legalnya. 

        3. Teori Kepastian Hukum  

Teori ini penting untuk menganalisis sejauh mana regulasi 

pengelolaan tanah Sultan Ground memberi kejelasan hukum kepada 

masyarakat. Jan Michiel Otto dan Sudikno Mertokusumo menekankan 

bahwa kepastian hukum memerlukan aturan yang jelas, lembaga pelaksana 

yang konsisten, serta kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. 
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Dalam praktiknya, banyak warga tidak memahami prosedur kekancingan 

karena minimnya sosialisasi. Dalam implementasi pengelolaan Sultan 

Ground di Dusun Grogol 10 terjadi Ketidaktegasan dalam aturan 

kekancingan dan lemahnya pengawasan menimbulkan keraguan 

masyarakat, serta penyalahgunaan tanah. Dalam hal ini, Teori Kepastian 

Hukum akan menganalisis kelemahan sistem regulasi dalam mendukung 

pelaksanaan perjanjian tanah Sultan Ground. 

4. Teori Perlindungan Hukum 

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum seharusnya berpihak 

pada yang lemah dan rentan.22 Roscoe Pound juga menekankan bahwa 

hukum bertugas menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial.23 

Dalam konteks ini, masyarakat Dusun Grogol 10 sebagai pengguna lahan 

membutuhkan perlindungan hukum terhadap potensi penggusuran atau 

kebijakan sepihak dari otoritas pengelola tanah Sultan Ground. Dalam 

implementasinya diharapkan  warga Grogol 10 sebagai pihak pengguna 

tanah harus mendapat perlindungan dari tindakan sepihak atau 

penggusuran yang tidak adil. Dalam hal ini, Teori Perlindungan Hukum 

akan dijadikan sebagai analisis untuk menilai apakah hukum dan kebijakan 

Kraton sudah memenuhi prinsip keadilan sosial. 

 

 
22 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 53. 
23 Davis, R. (2022), “ Balancing Individual Rights and Public Interest: A Poundian 

Perspective,” Journal of Law and Society, Vol. 14, Nomor 4, hlm. 201-215. 
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5.  Teori Sistem Hukum 

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman mengurai sistem 

hukum dalam tiga elemen: struktur hukum (lembaga-lembaga seperti 

Kraton, kelurahan, dan pemerintah kabupaten), substansi hukum (aturan 

perundang-undangan), dan kultur hukum (kesadaran dan perilaku hukum 

masyarakat). Ketiganya saling memengaruhi dan bila salah satu lemah, 

maka implementasi hukum menjadi tidak efektif. Menurut Lawrence M. 

Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu struktur 

hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiganya saling berinteraksi 

dan memengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Lawrence M. 

Friedman  menyatakan tentang tiga unsur sistem hukum (Three Elements 

of Legal System). Tiga unsur-unsur sistem hukum terdiri atas:24 

a. Struktur Hukum (legal structure) structure hukum di Indonesia jika 

berbicara tentang struktur sistem hokum dimana hal ini memuat 

terkait dengan struktur atau lembaga instansi yang dapat menentukan 

penegakan hukum seperti halnya, kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan. Dalam berjalannya suatu struktur hukum ini sangat 

berpengaruh terhadap pelaksananya yaitu oleh para aparatur penegak 

hukum 

b. Substansi Hukum (legal substance) substansi hukum yang dimaksud 

di sini ialah suatu peraturan, norma, dan pola perilaku nyata 

 
24 Laurence M. Friedman, Law and Society : An introduction, (America; Pretive Hall, inc, 

1977). 
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masyarakat yang berada dalam sistem hukum yang dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan, yang ketika berada di dalam produk 

hukum Indonesia merupakan produk yang dibuat oleh lembaga 

legislative termasuk keputusan pengadilan. 

c. Budaya Hukum (legal culture) budaya hukum yang dimaksud ialah 

sikap perilaku masyarakat dalam menilai dengan persepsi hukumnya 

masing-masing serta keragaman budaya hukum yang ada 

dilingkungan masyarakat. Namun, terkadang budaya hukum pun 

masih bisa disalah gunakan karena adanya adanya persepsi dari tiap-

tiap masyarakat di daerah tertentu. 

Dalam Implementasinya jika dielaborasi menggunakan teori 

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman pengelolaan Sultan Ground di 

Dusun Grogol 10 belum efektif karena: 

a. kurangnya koordinasi antara struktur hukum dalam hal ini adalah 

lembaga desa, Keraton, dan pemerintah daerah. 

b. Substansi (aturan tanah Sultan Ground) sudah harmonis antara 

Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor13 Tuhun 2013 dan 

UUPA yaitu sama-sama bertujuan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat, namun 

c. Kultur masyarakat belum paham mengenai prosedur kekancingan 

Dalam hal ini, Teori Sistem Hukum akan dijadikan sebagai analisis dalam 

pembahasan penyebab kegagalan implementasi perjanjian secara sistemik. 



22 

 

 

Teori ini dapat membedah penegakan hukum tidak hanya dilihat dari sisi 

formalnya saja namun dapat dilihat dari informalnya yang dimaksud 

informal disini ialah masyarakat bisa ikut andil dalam pelaksanaan hukum 

yang berlaku serta mengikat.  

Kerangka teori di atas akan digunakan secara integratif untuk 

menganalisis pelaksanaan dan kendala perjanjian pengelolaan tanah Sultan 

Ground di lokasi penelitian. Teori pluralisme hukum dan hak atas tanah 

menjelaskan basis konflik, sedangkan teori kepastian hukum, perlindungan 

hukum, dan sistem hukum digunakan untuk menilai efektivitas 

implementasi dan merumuskan solusi hukum yang adil dan kontekstual 

F. Metode Penelitian 

Adapun Metodelogi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitan lapangan (field 

research) dan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hukum 

normatif. Fokus penelitian ini adalah asas-asas hukum, seperti analisis 

pada hukum positif yang tertulis atau kaidah-kaidah hukum yang hidup di 

masyarakat yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang 

tertulis. Adapun pendekatan hukum yang relevan dangan permasalahan ini 

adalah pendekatan hukum historis dan pendekatan hukum perundang-

undangan dengan menelaah peraturan hukum yang terkait dengan isu 
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tersebut serta menelaah apa yang melatarbelakangi perkembangan 

mengenai isu tersebut. 

1. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang artinya pelaksaanaan ketentuan 

perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggumpulkan data sekunder yang dipadukan dengan data 

primer yang terdapat di lapangan. Dalam poenelitian ini peneliti akan 

mengkaji implemenasi dari perjajian pengelolaan lahan di tanah Sultan 

Ground. 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yakni: 

a. Data Primer  

Data primer yang menjadi rujukan penelitian ini yakni dengan 

mengambil data yang diperoleh dengan metode observasi di lapangan 

yang dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap pihak-

pihak terkait langsung dalam objek penelitian ini. 

b. Data Sekunder  

Sekumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakan, 

literatur,penelitian terdahulu, buku, peraturan perundang-undangan, 

jurnal hukum, artikel hukum yang telah ada sebagai informasi guna 

mendukung informasi primer. Data sekunder yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah semua data hukukum yang memiliki kekuatan 
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mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang 

Pebentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah 

Iatimewa Yogyakarta, Peraturan Isimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 

1954 Hak Atas Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan 

Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Pemanfataan 

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Peraturan Gubernur DIY 

Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Rijksblad 

Kasultanan Nomor 16Tahun 1918 jo Rijksblad Nomor 23 tahun 1925 

dan Rijksblad Nomor 25 Tahun 1925. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul yang apabila dilihat dari 

bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran 

yang terletak di bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak di 

bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan25 yang 

masih memiliki banyak lahan kosong disepanjang pantai dan banyak 

dimanfaatkan warga sekitar yang mana itu merupakan tanah milik Sultan 

Ground khususnya di Kalurahan Parangtritis yang mana pantai-pantai 

 
25 Website Pemerintah Kabupaten Bantul. 

https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/kondisi-geografis.html 
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disana banyak sekali dikunjungi wisatawan dan banyak warga yang 

memanfaatkan tanah-tanah di pesisir pantai, seperti Pantai Parangtritis dan 

Pantai Parangkusumo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada menelitian ini menggunakan jenis data 

kualitatif artinya data yang bersifat deskriptif, data yang terkumpul berupa 

kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data 

kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan 

data wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (Fokus 

Group Discussion), Data bentuk lain dapat diperoleh melalui gambar, 

rekaman suara, dan video. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan "pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam 

suatu gejala pada objek penelitian". Menurut Sugiyono (2014: 145) 

"observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis". Menurut 

Riyanto (2010: 96) "observasi merupakan metode pengumpulan data 

yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak 

langsung. Berdasarkan penjelasan para ahli, maka data disimpulkan 

bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan 
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pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara 

langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala 

pada objek penelitiannya.  

b. Wawancara (interview)  

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang 

dilakukan satu arah. Peneliti mencari dan menggali informasi 

mengenai objek yang sedang diteliti dengan mengajukan poin 

pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan langsung mengenai hal 

yang terkait dengan implementasi pengelolaan lahan Sultan Ground 

tersebut. Dalam penelitian ini penuyusun melakukan wawancara 

dengan berbagai pihak dan instansi terkait sebagai berikut: 

1. Wawancara dengan Bapak Topo selaku Lurah Kalurahan 

Parangtritis. 

2. Wawancara dengan Bapak Nanang selaku staff Adminstrasi 

Pertanahan Kalurahan Parangtritis 

3.  Wawancara dengan Ibu Asrini selaku Ibu Kepala Dusun Grogol 

10 

4.  Wawancara dengan Bapak Sigit selaku Kepala Seksi Hak Tanah 

dan pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kabupaten Bantul. 

5.   Wawancara dengan Bapak Budi Kepala Seksi Hak Tanah Dan 

Pendaftaran Tanah Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten 

Bantul  
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6. Wawancara dengan Pak Aris Susanto selaku ST.TA pemetaan KHP. 

Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta selaku  pihak Karaton 

Ngayogyakarta Hadiningrat. 

c. Dokumentasi 

Merupakan teknik untuk memperoleh data dan informasi dalam 

bentuk buku, arsip, tulisan angka, dan gambar berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung penelitian ini. Dokumentasi 

bertujuan mendukung dan melengkapi data-data yang ada dalam data 

primer. 

5. Analisis Data 

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini 

peneliti meggunakan metode analisis kualitatif yang menggunakan teknik 

deskripsi untuk hasil analisisnya. Metode kulitatif berfokus pada 

penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari topik. Metode analisis 

data ini bertujuan untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena 

tertentu. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pada penelitan yang berjudul “Implememtasi Perjanjian 

Pengelolaan Tanah Sultan Ground di Kabupaten Bantul (Studi Kasus 

Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Zona Inti Gumuk Pasir Antara Keraton DIY 

dan pemerintah Kalurahan Parangtritis)” terbagi dalam 5 (lima) bab yang 
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disusun secara sistematis guna mempermudah pembaca memahami gambaran 

dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoristis/kerangka konseptual, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan. 

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum atau landasan teori, 

membahas persolaan mengenai tinjauan Hak Atas Tanah, Aspek Perjanjian, 

dan Tinjauan Sultan Ground. 

Bab ketiga, yaitu gambaran umum yang berisikan gambaran kondisi 

implementasi pengelolaan tanah Sultan Ground di Kabupaten Bantul tepatnya 

di Desa Grogol 10 Kalurahan Prangtritis. 

Bab Keempat, yaitu analisis penelitian yang berisikan uraian serta 

analisis tentang pelaksanaan perjanjian pengelolaan tanah Sultan Ground di 

Kabupaten Bantul tepatnya di Desa Grogol 10 Kalurahan Prangtritis. serta 

meneliti bagaimana kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian 

tersebut. 

Bab Kelima, bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang 

merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas di dalam penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pemaparan-pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa : 

1. Dalam Pelaksanaannya perjanjian pengelolaan tanah Sultan Ground di Dusun 

Grogol 10, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul dalam prakteknya 

masih belum efektif hal tersebut dikrenakan minimnya pengetahuan 

masyarakat terkait prosedur dalam permohonan kekancingan sehingga banyak 

ditemukan masyarakat tidak mengantongi izin kekancingan sebagai dasar 

perjanjian dalam memanfaatkan tanah Sultan Ground, terbatasnya 

pemahaman masyarakat akan hal tersebut dan kurang nya ketegasan dalam 

penerapan sanksi menyebabkan terjadinya banyak kasus penyalahgunaan 

pemanfaatan tanah Sultan Ground seperti peralihan Sultan Ground tanpa 

melalui prosedur oleh Panitikismo. 

2. Kendala dalam pelaksanan perjanjian pengelolaan tanah Sultan Ground di 

Dusun Grogol 10, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul,  peneliti 

berpendapat telah terjadi ketimpangan perlindungan antara kepentingan 

individu yang mencangkup 120 KK (warga yang memegang Serat 

Kekancingan), 40 KK (warga yang memegang SHM) yang menganggap 

tanahnya sah secara hukum negara, serta 190 KK (warga tidak memiliki 

legalitas SHM dan Serat Kekancingan) yang merasa berhak atas tanah turun-

temurun dengan kepentingan Keraton sebagai pemilik atas Sultan Ground 
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yang akan merevitalisasi area Gumuk Pasir sebagai Kawasan Geopark 

Nasional dan harus dikelola secara adat untuk mencegah penyalahgunaan. 

Hal ini terjadi karena budaya hukum masyarakat yang cenderung 

mengabaikan peraturan Kekancingan yang mana bahwasanya rakyat tidak 

memandang Keraton sebagai penegak hukum melainkan hanya  pemilik tanah 

“yang jauh”. Lemahnya sanksi dan pengawasan dari Pemerintah serta 

kurangnya sosialisasi menganai penting Serat kekancingan dalam pemanfatan 

Sultan Ground juga menjadi faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat 

akan dudk perkara tanah Sultan Ground. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan diatas, penelitian ini memberikan 

saran : 

1. Pengelolaan tanah Kasultanan oleh masyarakat idealnya disertai dengan Serat 

Kekancingan sebagai dasar perjanjian, namun terbatasnya pemahaman 

masyarakat dan lemahnya sanksi terhadap pelanggaran Sultan Ground 

menyebabkan terjadinya banyak kasus penyalahgunaan pemanfaatan tanah 

Sultan Ground seperti peralihan Sultan Ground tanpa melalui prosedur oleh 

Panitikismo. Oleh sebab itu diharapkan adanya kejelasan dalam administrasi 

pertanahan di tingkat Kelurahan, baik dari pemerintah daerah maupun 

provinsi serta pemerintah Keraton dituntut lebih intensif lagi dalam 

memberikan arahan atau sosialisasi dan edukasi terkait alur dalam prosedur 

permohonan pemanfaatan tamah Sultan Ground agar terwujudnya tertib 

administrasi dan tidak ada penyalahgunaan tanah Sultan Ground. Fakta 
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dilapangan yang menunjukan bahwa Pihak Kelurahan yang tidak mengetahui 

tamplate form pengajuan izin Kekancingan menunjukan lemahnya koordinasi 

antara Lembaga Panikismo dengan Pemerintah Kelurahan Parangtritis. Dalam 

hal kasus ini peneliti menyimpulkan alternatif penyelesaian terbaik adalah 

memperkuat integrasi antar struktur hukum dan masyarakat yang dapat 

dilakukan dengan meningkatkan intensitas koordinasi antara pihak Keraton 

(Panitikismo) dengan Pemerintah Kelurahan. Panitikismo dapat meng-update 

informasi mengenai inormasi per-kuartal (per-tiga bulan) mengenai Sultan 

Ground yang diperlukan termasuk bagaimana tamplate form dalam pengajuan 

izin Kekancingan hal ini tentunya harus diimbangi dengan sikap proaktiv dan 

inisiatif dari Pemerintah Kelurahan dalam mencari informasi melalui Pihak 

Keraton.  Dalam hal pengawasan pemerintah Keraton maupun daerah dapat 

membentuk satuan pengawas di tingkat desa yang bekerja sama dengan 

aparat Kelurahan yang bertugas sebagai pengawas serta menetapkan 

penegakan hukum yang konsisten berupa pemberian sanksi administratif 

(seperti pembongkaran bangunan ilegal) untuk menciptakan efek jera.  

Kecuali jika pemohon bersedia mengurus legalitas izin Kekancingan. 

2. pengelolaan tanah Sultan Ground di dusun Grogol 10 menunjukan kendala 

berupa ketidakseimbangan antara kepentingan individu (warga) dengan 

kepentingan masyarakat (Keraton dan negara), maka dari itu untuk mencapai 

keseimbangan yang harmonis peneliti penyarankan beberapa alternatif 

penyelesaian sebagai berikut: Bagi masyarakat tanpa legalitas SHM maupun 
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izin Kekancingan, Pemerintah Keraton bersama dengan aparat desa dapat 

mengambil langkah dengan melakukan pendataan parsitipatif untuk 

memverifikasi hak historis tanah Kasultanan (Sultan Ground). Dalam upaya 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan Sutan 

Ground pemerintah dapat memberi intensif bagi masyarakat yang mengurus 

izin Kekancingan. Pemberian intensif tersebut dapat dilakukan dalam bentuk 

pemberian bantuan pembangunan UMKM. Untuk masyarakat yang telah 

lama mengelola tanah dapat diberikan izin usaha dengan syarat memiliki 

Serat Kekancingan serta adanya langkah relokasi yang adil dan 

bertanggungjawab dari pihak permerintah yang dapat dilakukan dengan 

memindahkan tempat usaha masyarakat di lokasi yang tidak jauh dari 

kawasan Gumuk Pasir yang tidak termasuk dalam sasaran proyek geopark 

(sebesar 291 hektare). Langkah tersebut dimaksudkan agar masyarakat masih 

dapat mencari nafkah disekitar kawasan geopark yang tentunya akan 

meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata dan tidak 

kehilangan sumber pendapatan namun dengan catatan masyarakat diwajibkan 

mengantongi izin Kekancingan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat atas tanah Sultan Ground, Pemerintah Keraton dan pemerintah 

desa perlu menyelenggarakan pendidikan hukum tentang perbedaan tanah 
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Sultan Ground, tanah negara dan tanah hak milik serta prosedur mengurus 

izin Kekancingan dan sertifikat. 
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